KABUPATEN SUXCHARID]

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 11 TAHUN 1996 SERI D NO. 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
NOMOR : 17 TAHUN 1995

TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I1 SUKOHARJO

Menimbang : a.  bahwa dengan semakKin meningkatnya kebutuhan masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan di Tingkat Wilayah Kecamatan
dan Desa / Kelurahan, dan sesuai dengan keputusan menteri
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman
Organisasi dan Tatakerja Pusat Kkesehatan Masyarakat, maka
dipandang perlu mengatur Organisasi dan Tatakerja Pusat
Kesehatan Masyarakat.

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Mengingat: 1. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ( Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
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ahun 1974 tentang Pokok

 embaran Negara Repupy; Iy Py
0{],c
Repub'

2

tahun 1992 tentang g,

23 - S t
Nomo! [ndonesia tahun 1992 Nomg elh;;
|

ndang ! '
&tﬁgiran Negard Republlk

Tl

‘s

87 tentan
. mor 7 Tahun 1 ? & Penyey,
Pemeﬂ;gleﬁztahan'dalam bidang Kesehatap kepa];;

4, Peraturd? : :
ara RepubliK Indonesia tahyy ly

sebagian
Daerah (Lembardl Neg

Nomor 9);

s Pperaturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordy,

. Kegiatan [nstansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Neg;[
Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lemby,
Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

0. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1992 teny
Penyeleggaraan  Otonomi Daerah dengan Titik Berat p

Dacarah Tingkat [ . )
1992 Nonmg;rk 493(]“1&-:11:% Negara Republik Indonesia tzh

Indonesia Nomor 3480): bahan Lembaran Negara Reput

KCPUtlLsan Pres;
Siden N

Organisag; omor 15

dengap Kemll)m aemen, ga, agagnahun 1984 tentang Susur

: 0 Presigen Nomoy ;m 4 telah diubah terakt

Kepuusay pg 3 tahun 1993,

“Ntang Pl o, Dal

gy py

Keputygy, finta, DaNOmor 97 Tahun 1%

tentay, P ntery Crah d :
& Peq, Dala an \f\,lla rah:
. Mas)'arakal May m yall,
022N Percar - : d 0
Sukohi.'jo “uan Dewap, Pery, by Tatilkmor 23 Tahun 1%
2kilay

Crja ,
Yarp Pusat Kesehat!

Ka
bllpaten b
derah Tigka{.
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Menetapkan :

57
MEMUTUSKAN
Il SUKOHARJO  TENTANG ORGANISAS! DAN

TATAKERJA PUSAT KESEHAT
AN MASYARA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT [I SUKOHARJO o

BAB I

_} KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat IT Sukoharjo;

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Sukoharjo;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah
Tingkat IT Sukoharjo;

Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Tingkat II Sukoharjo;

Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana .Teknis
Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang

melaksanakan upaya Kesehatan secara paripuma kfapada
masyarakat diwilayah kerja tertentu, yang selanjutnya disebut

PUSKESEMAS;

Unit Fungsional adalah Unit pelaksana Pelayanan pada
PUSKESMAS; N
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lah Unit

S Pembantu ada Yang
pUSKESMA masyarakat dalam sebgg, “elak,
s e akat ; =< “‘1la\fahanal‘§
pusat Kesehatan Masyarakat ; \ k%

Keliling adalah Tim Pelayanay

USKESMAS- ! i

Ip{eliling terdiri dari Tenaga PUSKESMAS Yang i esh%
aanhkendaraan brmotor roda (’:mpat dan peralaa, e }%kan
S:r[;;a pen\’uluhan dan tenaga dari PUSKESN[AS; aLirL

PUSKESMAS dengan Tempat Pera“fat;m adalah PUSKESMAS
yang mempunyai fasilitas perawatan inap dengan jumy, .,
tidur 10 sampai dengan 20buah atau lebih;

Bidan di Desa adalah Bidan yang ditempa-tkan dan bertugyg i
Desa/ Kelurahan mempunyai wilayah kerja 1 sampaj 2

Degy
Kelurahan dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik by,
didalam maupun = diluar jam kerjanya bertangung jawa
langsung kepada Kepala PUSKESMAS:;

selanjutnya diseby POSYANDU ngan kegiatan sektoral, yang

Kat Pepygs. "2 teknis Dinas keschatal
@ PUSKizg, Intah aerah,
t}fl(lba\;rah . g‘fgnmn oleh Seor
es ]
€hatap & Jawg lang:‘nung Cpala vang berada
(3) PUSKE MAS Pemb e Kepala o
bertangu 2 Jaw bkep dtu diplmpin
. KeD la Py Oleh
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Pasal 3

PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan
dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat

di wilayah kerjanya..
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini,
pUSKESMAS mempunyai fungsi:

a. pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana,
perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan,
pemberantasan  penyakit, Imunisasi, ~Pembinaan Kesehatan
Lingkungan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Usaha Kesehatan
Sekolah, Olah Raga, Pengobatan termasuk pelayanan darurat karena
kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut , laboratorium sederhana ,
upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mata,
khusus serta kesehatan lainnya dan pencatatan serta pelaporan;

b. pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi
semua upaya Kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksana
rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada
PUSKESMAS Pembantu, Bidan di Desa, Unit Pelayan Kesehatan
Swasta serta Kader Pembangunan Bidang Kesehatan ;

c. pengemba ngan upaya keschatan dalam hal pengembangan Kader
Pembangunan Bidang Kesehatan di wilayah, dan kegiatan swadaya

masyarakat.
d. pengelolahan ketatausahaan.
BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan organisasi
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi PUSKESMAS terdiri dari :
a. Kepala PUSKESMAS ;
b. Urusan Tata Usaha ;
c. Unit- unit ;
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k Jabatan Fungsional ;

d. kelomp9 g pembantu / Bidan di Desa.

o PUSKESMA

, anisasi PUSKESMAS tefsebut ayat (1) Pagy i 4
bagaimana dimaksud dalam l.amp tran 1 Peraturan Daerap in;1alah
+akan Bagian yang tak terpisahkan. )
., merup Tata Usaha sebagaiman dimaksud ayat (1)
(3) Um?sn-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang beraq
3:: begnangung jawab kepada Kepala PUSKESMAS.
(4) Daftar puskesmas dan Puskesmas Pfambantu_ tersebut ayat (1) b
peraturan Daerah ini adalah sebagaimana d@aksud dalam Lampigg
[ Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahka
dari Peraturan daerah ini.
Bagian Kedua
Kepala PUSKESMAS
Pasal 6

Paga) ini
a dibawa};

Kepala PUSKESMAS mempunyai tugas memimpin, mengawas,
mengkoordinasikan pelayanan kesehatan secara paripurna kepad:
masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Urusan Tata Usaha
Pasal 7

LJmsm Tata Usaha mempunyai Tugas melaksanakan pengelolaan urusa’
u:lll)ega“'alan, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, humas , wrusa
SN Umum, perencanaan serta laporan.

Pasal 8

Untuk menyejep

iy ; Daer
N1, Urusan Tag, sgarakan Tugas tersebut pada pasal 7 Peratural

Usaha Mempunyai fungsi :
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d. pengelolaan perlengkapan, urusan umum dan membuat
perencanan serta pelaporan.

Bagian Keempat
Unit - unit
Pasal 9

(1) Unit - unit mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan
kesehatan di PUSKESMAB.

(2) Unit - unit pelayanan PUSKESMAS terdiri dari :
a. Unit pencegahan dan pemuerantasan penyakit;
b. Unit peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga;
c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan ;

d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta
Masyarakat ; ;

e. Unit Perawatan;
f. Unit Penunjang;
g. Unit Pelayanan Khusus .

(3) Unit - unit sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dipimpin oleh
seorang kepala dalam jabatan non struktural yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS.

Pasal 10

(1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit
termasuk imunisasi.

(2) Unit Peningkatan Kesehatan dan kesehatan Keluarga mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan ana.k ] Kteluarga
berencana, perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja serta usia lan.Jut.

(3)unit Pemulihan kesehatan dan Rujukan mempunyal tugas
melaksanakan kegiaatan pengobatan termasuk pelayanan darurat
karena kecelakaan, kesehatana gigi dan mulut.

(4) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan peran serta masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan kesehatan lingkungaan, usaha

kesehatan sekolah dan olah raga, penyuluhan kesehatan masyarakat
serta perawatan kesehatan masyarakat.
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e 4 kegiatan €ra
. ypas melaksanakan Perawaty,
rawatan mem

(5) Unit Pe
Rawat I[r)lapl-mjang mempunyai  (ugas mclaécstanakaan kegiatap
i n - obatan .
(6) Unit  F€ <ederhana dan pengelol@ obat- 0 — -
laboratoriuml ai tugas melaksanakan keglatan

Khusus mempuny

Usaha Kesehatan Jiwa dan Usaha Kesehatay

(7) Unit Pelayanan
usaha kesehatan mata,

khusus lainnya.
Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tigas mf.:laksanak:an kegiatan
dalam menunjang tugas PUSKESMAS di Unit- unit sebagaimana Pasal
10 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS mempunyai tugas
melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlihan dan kebutuhan

(2) Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKES : d
) : MAS diri 1
Sejum.la.l‘l tenaga medis yang diangkat dalam jaba t;r .dan
sesuai bidang - bidang keahlihan. ungsional

(3) Jumlah Jabatan Fungsional pada PUSKE .
Peraturan Perundang- undangan yane be.rlalcilvlAS ditetapkan sesuai

Bagian Keenam
PUSKESMAS Pembantu dap Bidan gj

Pasal 13 Desa

PU$KESMA$ Pembantu  mempunyaj tuoas
kegiatan- kegiatan yang dilakukan PUSKEgMAén Z‘;bamu melakyk
lam <an

wilayah yang lebih kecil. .
Pasal 14

Bidan di Desa mempunyai tugas melaksanakan kegi

kesehatan ibu dan anak dan Keluarga Berencang _ "2 pelayan
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Pasal 15

Bidan di Desa ditempatkan di daerah
pelayanan kesehatan dengan wilay
Desa/Kelurahan dan dalam melaksan
di dalam maupun di luar jam kerj

yang belum me
ah kerja |
akan tugas pe

Mpunyai fasilitas
Sampai dengan 2
layanan medik baik

anya b .
Kepada Kepala PUSKESMAS, Y2 bertangung jawab langsung
BAB IV 7
TATAKERJA
Pasal 16

(1) Dalam. m_elaksanakan tugasnya PUSKESMAS dan Unijt - unit
Organisasi Perangkat Daerah maupun Instansi
urusannya sejenis wajib menyeleng

Vertikal yang
‘dengan cara yang sebaik - baiknya.

garakan hubungan kerja sama

(2) Dalan}. mt?laksanakan tugasnya PUSKESMAS menyelenggarakan
Koordinasi dan kerja sama Fungsional dengan cara yang sebaik-

baiknya.
(3) Bilamana Kepala PUSKESMAS perlu untuk mengadakan perubahan
kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan,

terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas
Kesehatan.

Pasal 17

Kepala PUSKESMAS berkewajiban memberikan petunjuk, membina,

membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan
pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur
S€sual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
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Pasal 19
Hal-hal yang belum diatur dalam Perat.uran ey T i.n ! akan diaty, le
hal yang belt anjang mengenai : |
it oleh Bupati Kepala Daerah SCPARJZRE THEAS pelaksanzay,
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar s;;;;aya Setiap orang dapat mengetahuinya memerintahay
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dala

Lembaran Daerah K
d s .
bupaten Daerah Tingkat I1 Sukoharjo.
Ditetapkan di Sukoharjo
DEwaNn PERWAK ) N RA} P ada tanggal 1 8 - 11 - 1995
SU}:();;R;\:;E“"GKAT Il BUPATI kEp
Ket ALA DAERAH TINGKATII
SUKOHARJO
nd
SQEBE}\I]
ttd
I
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